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ALUR PENANGANAN PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU):

ANGGOTA DPR, DPRD, DAN DPD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
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DASAR HUKUM k3

1.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”);

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR dan DPRD (“PMK 2/2023");

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPD (“PMK 3/2023”);

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden (“PMK 4/2023”); dan

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Perwakilan Rakyat Daerah, Serta
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (“PMK 5/2023”).
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PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR, DPRD, DAN DPD
BERDASARKAN PMK 2/2023, PMK 3/2023, DAN PMK 5/2023
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PARA PIHAK, OBJEK PERMOHONAN, DAN HARI KERJA

PERKARA PHPU ANGGOTA DPR, DPRD, DAN DPD BERDASARKAN PMK 2/2023 DAN PMK 3/2023

Para Pihak PHPU Anggota DPR dan DPRD Objek PermOh%':]nDPPHRPDU Anggota DPR

A. Pemohon dan/atau Pihak Terkait:
(1) Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD.

Keputusan KPU tentang penetapan

perolehan suara hasil Pemilu
(2) Perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik anggota DPR dan DPRD secara

yang sama (dengan persetujuan Ketua Umum Partai Politik). : )
nasional yang memengaruhi

(3) Partai Politik Lokal Peserta Pemilu anggota DPRA dan DPRK. perolehan kursi Pemohon dan/atau

(4) Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai terpilihnya calon anggota DPR Hari Kerja Penanganan PHPU
Politik Lokal yang sama (dengan persetujuan Ketua Umum Partai Lokal). dan/atau DPRD di suatu daerah Anggota DPR, DPRD, dan DPD

B. Termohon: pemilihan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Adalah hari kerja MK, yaitu hari

Senin sampai dengan hari

Para Pihak PHPU Anggota DPD Objek Permohonan PHPU Anggota DPD Jumat kecuali hari libur resmi
yang ditetapkan oleh

A. Pemohon: Pemerintah.
Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Keputusan KPU tentang penetapan
perolehan suara hasil Pemilu
B. Pihak Terkait: Anggota DPD secara nasional yang
Perseorangan Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD yang memengaruhi terpilihnya Pemohon.

berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

C. Termohon: 4 m—
Komisi Pemilihan Umum (KPU) integrity@integritylawfirms.com



ALUR PENANGANAN PERKARA PHPU ANGGOTA DPR, DPRD, DAN DPD (PMK 2/2023, PMK 3/2023, DAN PMK 5/2023)

Pengumuman

(20 Mar 2024)

*Diajukan paling lama 3 x 24 jam

Penghitungan Suara
Nasional oleh KPU

(1) Pengajuan Permohonan

(a) Pencatatan dalam e-BP3 (Buku

Pengajuan Permohonan
Pemohon Elektronik)

(b) Penerbitan dan Penyampaian

e-AP3 (Akta Pengajuan
Permohonan Pemohon

sejak pengumuman penetapan

perolehan suara oleh KPU

Elektronik)

[

(20 — 23 Mar 2024)

(9) Pemberitahuan
Hari Sidang
Pertama

(23 — 25 Apr 2024)

(10) Pemeriksaan

Pendahuluan

(26 Apr — 6 Mei 2024)

A

*Perkara diputus paling lama 30
hari kerja, sejak Permohonan
dicatat dalam e-BRPK

(8) Penetapan Sebagai
Pihak Terkait

(23 — 24 Apr 2024)

(11) Penyerahan Jawaban
KPU, Keterangan Pihak

Terkait, dan Keterangan

Bawaslu
(6 — 14 Mei 2024)

Putusan/Ketetapan

(4 = 5 Juni 2024)

(18) Penyampaian Salinan

(2) Melengkapi &
Memperbaiki
Permohonan

(23 — 26 Mar 2024)

*Diajukan paling lama
3 x 24 jam sejak
Permohonan diajukan
ke MK

(7) Pengajuan
Permohonan Sebagai
Pihak Terkait

(22 - 23 Apr 2024)

(12) Pemeriksaan

Persidangan

(7 =15 Mei 2024)

(17) Pengucapan

Putusan/Ketetapan

(4 = 5 Juni 2024)

(3) Pemeriksaan
Kelengkapan dan
Perbaikan
Permohonan

(23 - 26 Mar 2024)

(6) Penyampaian Salinan
Permohonan Kepada KPU
dan Bawaslu

(22 — 23 Apr 2024)

(15 = 17 Mei 2024)

(4) Penerbitan Hasil
Pemeriksaan
Kelengkapan dan
Perbaikan Permohonan

(26 — 27 Mar 2024)

(5) Pencatatan
Permohonan
dalam e-BRPK
(Buku Registrasi

Perkara Konstitusi
Elektronik)

(a) Persiapan pencatatan dalam e-
BRPK, penerbitan, dan penyerahan
ARPK (Akta Registrasi Perkara
Konstitusi): 17 - 22 Apr 2024

(b) Pencatatan dalam e-BRPK dan
Penerbitan ARPK: 22 Apr 2024

(c) Penyampaian ARPK kepada
Pemohon: 22 — 23 Apr 2024

(16) Rapat
Permusyawaratan Hakim
(RPH)

29 Mei - 3 Juni 2024

(13) Rapat (14) Pengucapan
Permusyawaratan Hakim [g g Putusan/Ketetapan
(RPH)

(20 — 22 Mei 2024) ‘

(15) Pemeriksaan
Persidangan (Lanjutan)

(24 — 28 Mei 2024)
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PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
BERDASARKAN PMK 4/2023 DAN PMK 5/2023
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PARA PIHAK, OBJEK PERMOHONAN, DAN HARI KERJA

PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BERDASARKAN PMK 4/2023

A. Pemohon:

Pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden

B. Pihak Terkait:

Pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden yang berkepentingan terhadap
Permohonan yang diajukan oleh
Pemohon.

C. Termohon:

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

D. Pemberi Keterangan:

Bawaslu dan pihak lain yang diperlukan .

Keputusan KPU tentang penetapan
perolehan suara hasil Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden yang
memengaruhi:

(a) pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden yang berhak mengikuti
putaran kedua Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden: atau

(b) terpilihnya pasangan calon Presiden
dan Wakil Presiden.

integrity@integritylawfirms.com

Adalah hari kerja MK, yaitu hari Senin
sampai dengan hari Jumat kecuali hari
libur resmi yang ditetapkan oleh
Pemerintah.



ALUR PENANGANAN PERKARA PHPU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN (PMK 4/2023 DAN PMK 5/2023)

_ (2) Pencatatan Permohonan dalam e- (3) Penyampaian Salinan
(1) Pengajuan Permohonan BRPK (Buku Registrasi Perkara  gmmmdd Permohonan Kepada KPU

Konstitusi Elektronik) dan Bawaslu
(a) Pencatatan dalam e-BP3 ‘ (25 Mar 2024)
(Buku Pengajuan
Pengumuman Permohonan Pemohon (a) Persiapan pencatatan dalam e-BRPK, penerbitan
Penghitungan Suara Elektronik) dan penyerahan ARPK (Akta Registra,si Perkara , (4) Pengajuan Permohonan
Nasional oleh KPU Penerbitan dan Konstitusi): 25 Mar 2024 Sebagai Pihak Terkait
(20 Mar 2024) Penyampaian e-AP3 (b) Pencatatan dalam e-BRPK dan Penerbitan ARPK: (25 - 26 Mar 2024)
(Akta Pengajuan 25 Mar 2024
*Diajukan paling lama 3 _hari Permohonan Pemohon {GIREnyampalamAEEIKepat Lk emoHon = SIS
setelah penetapan hasil oleh KPU

(5) Penetapan Sebagai Pihak
[ > (2023 Mar 2024) Terkait, Meliput:

Penerbitan Ketetapan

(8) Penyerahan Jawaban dan (7) Pemeriksaan (6) Pemberitahuan Hari Sebagai Pihak Terkait

Penyampaian Ketetapan
Sebagai Pihak Terkait

Keterangan Para Pihak dan Pemberi Pendahuluan Sidang Pertama
Keterangan

(28 Mar 2024) (26 — 27 Mar 2024)
1 Apr 2024 (25 — 26 Mar 2024)

(11) Pengucapan
(10) Rapat Putusan/Ketetapan

(9) Pemeriksaan : (12) Penyampaian Salinan g,
Persidangan Permusyawaratan Hakim Putusan/ Ketetapan
(RPH) 16 Apr 2024

*Perkara diputus paling lama 14 hari kerja, Ca—
(2= 5 Apr 2024) (8 - 15 Apr 2024) sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK L :




INTEGRITY Programs

INTEGRITY Scholarship
INTEGRITY Constitutional

Discussion

INTEGRITY Legal Training
INTEGRITY Legal Update .
INTEGRITY Client Alert

INTEGRITY Constitutional

Advocacy
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https://integritylawfirms.com/indonesia/category/programs/integrity-scholarship-programs/
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Jakarta Office Melbourne Office
Citylofts Sudirman, 8t Floor, Suite 825  Level 31 & 50, 120 Collins Street

JI. K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta, INDONESIA Melbourne, Victoria 3000, AUSTRALIA
+62 21 2555 8836 +61 3 85184708




